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Abstrak

Penyalahgunaan narkotika; psiketrepika dan zat adiktif lainnya atau lebih populer dikenal dalam masyarakat kita adalah
NARKOBA merupakan masalah yang. kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan yang bersifat komprehensif
dengan melibatkan kerjasama antara semua_elemen masyarakat secara aktif dan dilakukan secara berkesinambungan serta
konsisten. Berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan narkoba, 'dalam penulisan skripsi ini
akan dikaji mengenai pembuatan surat dakwaan terhadap térsangka kasus tindak pidana narkotika yang tidak sesuai dengan
fakta (rekayasa) pada saat pembuatan beritasacara pemeriksaan. Selaim itu.dalam skripsi ini juga'akan dikaji mengenai akibat
hukum yang ditimbulkan jika'suatu putusan pengadilan tersebut mendasarkan putusan pada dakwaan yang bertentangan
dengan hukum. Berkaitan dengan uraian diatas,ada suatu+kasus yang-akan dibahas dan dikaji pada skripsi ini yaitu mengenai
perkara yang diputus oleh Mahkamah Agungtentangmarkotika dalam Perkara-Nomor 545 K/PID.SUS/2011.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika.
Abstract

Abuse of narcotics, psychotropic and other addictive substances known or more popular in our society is DRUGS is a
complex issue, which requires a comprehensive.prevention efforts involving cooperation among all elements of the
community actively and done continuously and'consistently. With regard-tosthe impact caused by the abuse of drugs, in the
writing of this thesis will be assessed on the making of an indictment against the suspect in a narcotics offense that is
inconsistent with the facts (engineering) at the time of investigation report. Also in this thesis will also be assessed as to the
legal consequences arising if a court is basing the decision on the charges against the law. In connection with the above
description there is a case to be discussed and studied in this thesis that the cases decided by the Supreme Court on
narcotics in Case Number 545 K/PID.SUS/2011.

Keywords: Narcotics Offenses.
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mengenai pembuatan surat dakwaan terhadap
tersangka kasus tindak pidana narkotika yang
tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) pada saat
pembuatan berita acara pemeriksaan. Selain itu
dalam skripsi ini juga akan dikaji mengenai akibat
hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan
pengadilan tersebut mendasarkan putusan pada
dakwaan yang bertentangan dengan hukum.
Berbicara mengenai pembuatan berita acara
pemeriksaan sejatinya harus sesuai dengan kitab
undang — undang hukum acara pidana, yaitu Pasal
75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Dalam pasal
tersebut substansinya berita acara pemeriksaan
harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang
berwenang atau pejabat yang mempunyai sumpah
jabatan untuk melakukan pemeriksaan baik pada
tingkat pemeriksaan dalam proses«penyidikan
maupun  dalam  pembuatan « berita . acara
pemeriksaan, namun kenyataanya.dalam kasus.ini
hal tersebut tidak dilakukafi oleh pihak penyidik;
karena pihak yang membuat danimenandatangani
bukan penyidik yangs sebenarnya.. Sehingga
terkesan kasus ini seperti direkayasa oleh pihak
penegak hukum baik polri, kejaksaanymapun di
tingkat pengadilan.

Berkaitan dengan uraian /diatas ‘ada suatu
kasus yang akan dibahas dan dikaji pada skripsi
ini yaitu mengenai perkara yang “diputus‘ oleh
Mahkamah Agung tentang narkotika ~dalam
Perkara Nomor 545 "K/PID.SUS/2011. Pada
awalnya kasus ini terjadi katena adanya tersangka
S bin S alias A (30 Tahun, Jenis Kelamin Laki -
Laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan)
yang digeledahan oleh pihak ‘kepolisian dan pada
saat itu sikapnya gelisah dan mencutigakan, Pada
saat penggeledahan berlangsung tersangka disuruh
mengeluarkan dompet dari celananya yang
kemudian dibuka isinya satu persatu ternyata
dalam kartu NPWP terselip uang 50.000 (lima
puluh ribu) yang didalamnya berisi serbuk
berwarna putih kebiruan yang mencurigakan,
sehingga ditanyakanlah oleh para saksi kepada
tersangka dan si tersangka menjawab itu adalah
ineks. Atas dasar tersebut kemudian para saksi
menghubungi pihak yang berwenang untuk
melaporkan penemuan narkoba tersebut.

Setelah dilakukan proses penyidikan dan
pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap
tersangka A selanjutnya pihak kepolisian
melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka

A kepada pihak kejaksaan karena berkas perkara
tersebut dianggap sudah lengkap, namun dalam
faktanya pihak kepolisian telah mengesampingkan
fakta bahwa pada saat dilakukan penyidikan dan
pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka
tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) oleh
karenanya penyidikan dan pembuatan berita acara
pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
telah bertentangan dengan hukum sehingga berkas
perkara tersebut seharusnya tidak diterima oleh
pihak kejaksaan karena pada saat proses
penyidikan dan  pembuatan berita acara
pemeriksaan tersebut banyak terjadi kejanggalan
dan bertentangan dengan hukum, namun dalam
kenyataanya pihak kejaksaan menerima berkas
perkara,atas nama A dan memprosesnya hingga
tahap “w,penuntutan. Jaksa penuntut umum
mendakwakan kepada tersangka A dengan 2 (dua)
pasal_ yaitu ,Pasal "112 Ayat (1) UU RI No.35

Tahun 2009 Tentang:Narkotika dan Pasal 127

Avat{ (1) UU+RI No.35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, namun_ dalam kenyatannya dalam

pembuatan surat dakwaan ini jaksa penuntut

umum telahsmengesampingkan fakta bahwa pada
saat pihak = kepolisian membuat berita acara
pemeriksaan tersangka A ternyata tidak sesuai
dengan_fakta /dan juga dalam pembuatan berita
acafa pemeriksaan dilakukan dini hari hingga pagi
hari “schingga pembuatan surat dakwaan yang
didasarkan—pada berita /acara pemeriksaan yeng

bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3)

KUHAP.

Berdasarkan/ uraian latar belakang diatas,
maka permasalahan yang akan dibahas dalam
skripsiini=adalah sebagai berikut; (1) Apakah
akibat-hukum pembuatan surat dakwaan terhadap
tersangka kasus narkotika yang tidak sesuai
dengan fakta dalam pembuatan berita acara
pemeriksaan tersangka?, (2) Apakah akibat hukum
yang ditimbulkan terhadap putusan pengadilan
yang mendasarkan pada dakwaan yang batal demi
hukum?.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat
hukum yang ditimbulkan terhadap pembuatan
surat dakwaan tersangka kasus narkotika yang
penyidikannya tidak sesuai dengan fakta
(rekayasa);
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2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat
hukum yang ditimbulkan terhadap putusan
pengadilan yang mendasarkan pada dakwaan
yang batal demi hukum.

Metode penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah
membutuhkan suatu pemahaman serta metode
penelitian yang tepat, sesuai dengan permasalahan
yang telah diuraikan. Metode penelitian ini
digunakan untuk menemukan, mengembangkan

dan menguji kebenaran serta menjalankan
prosedur yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tipe

penelitian dalam skripsi ini menggunakan tip€
penelitian yuridis normatif, menurut~" Peter
Mahmud Marzuki yuridis normatif .yang. berarti
permasalahan yang diangkat, " dibahas "dan
diuraikan dalam penelitiandinisdifokuskan dengan
menerapkan kaidah — kaidah atawnorma‘- norma
dalam hukum positif:.[1] Maksudnya mengkaji
berbagai macam aturan hukumyatau kaidah-kaidah
dalam hukum positif atau perundang, = undangan
yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan
permasalahan yang menjadi pokokibahasan dalam
skripsi ini.

Metode pendekatan masalah yang'digunakan
dalam penulisan skripsi ini ada ‘dua~(2) sesuai
dengan metode pendekatan masalah yang
dipaparkan oleh Peter Mahmud Marzuki:[2]

a) Pendekatan Perundang -\ Undangan (Statute
Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah undang’, - undang dan
regulasi yang bersangkutpaut déngan.isu atau
fakta hukum dengan permasalahaniyang
menjadi pokok permasalahan.

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach) yaitu pendekatan yang beranjak
dari pandangan - pandangan dan doktrin -
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,
sehingga menemukan 1ide - 1ide yang
melahirkan pengertian - pengertian hukum,
konsep - konsep hukum, dan asas - asas
hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi.

Pembahasan

Pada awalnya kasus ini terjadi karena
adanya tersangka S bin S alias A (30 Tahun, Jenis
Kelamin Laki — Laki, kebangsaan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan) yang sedang digeledah
terkait dengan razia kepemilikan senjata ilegal.
Petugas dari Kapolda Maluku yang melakukan
penggeledahan mendapati sikap tersangka yang
gelisah sehingga petugas mengambil dompet milik
tersangka dan ternyata petugas menemukan
narkoba jenis ekstacy. Penemuan yang diperoleh
petugas dari Kapolda Maluku tersebut lantas di
tindak lanjuti dengan melakukan laporan kepada
pihak yang berwenang yaitu Kombes Polisi Jhony
Siahaan, dan segera dilakukan pemeriksaan pada
malam=, it juga. Setelah dilakukan proses
penyidikan™, ‘dan pembuatan  berita  acara
pemeriksaan, tethadap tersangka A selanjutnya
pihak Kepolisian “melimpahkan berkas perkara
atas mama tersangka “A kepada pihak Kejaksaan
karena ‘berkas ‘perkara “tersebut dianggap sudah
lengkap, namun dalam faktanya pihak Kepolisian
telah mengesampingkan fakta bahwa pada saat
dilakukan penyidikan dan pembuatan berita acara
pemeriksaan tersangka tidak sesuai dengan fakta

(rekayasa)«“oleh karenanya penyidikan dan
pembuatan.« berita acara pemeriksaan yang
dilakukan~—0leh = pihak  Kepolisian telah

bertentangan” dengan/ hukum sehingga berkas
perkara tersebut seharuisnya tidak diterima oleh
pithak  Kejaksaan /karena pada saat proses
penyidikan * dan/ /pembuatan  berita acara
peémeriksaan tersebut banyak terjadi kejanggalan
dan_bertentafigan’ dengan hukum, namun dalam
kenyataanya pihak Kejaksaan menerima berkas
perkara atas nama A dan memprosesnya hingga
tahap  penuntutan, bahkan sampai tahap
penjatuhan putusan oleh pengadilan.

Didalam berkas perkara tersebut salah satu
isinya adalah memuat berita acara pemeriksaan
terhadap tersangka. Apabila dalam pembuatan
berita acara pemeriksaan tersebut bertentangan
dengan undang — undang maka menurut pendapat
penulis pembuatan berita acara tersebut cacat
hukum. Terdapat beberapa fakta dalam pembuatan
berita acara pemerilksaan tersebut bertentangan
dengan hukum yaitu:
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1) Pada saat dilakukan pemeriksaan tersangka,
para penyidik tidak memberikan hak kepada
tersangka untuk menunjuk penasihat hukum;

2) Pada saat dilakukan pemeriksaan, tersangka
diperlakukan tidak wajar dengan cara tidak di
bolehkannya tersangka memakai pakaian,
tersangka hanya memakai celana dalam saja;

3) Pada saat dilakukan pemeriksaan, para
penyidik datang dengan pakaian preman, dan
tidak menunjukkan tanda pengenal anggota
polda maluku.

Selain hakim dan penuntut umum,
penasihat hukum juga merupakan sosok penting
dalam peradilan di Indonesia karena mempunyai
tugas sebagai pembela hak tersangka. Peran
penasihat hukum dalam kaitannya dengan’kasus
ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang
ada, karena penasihat hukum yang<seharustiya
mendampingi tersangka pada‘saat dilakukannya
proses penyidikan dan pada saat pembuatan berita
acara pemeriksaan tersangka <itidak diberikan
haknya oleh penyidikK, tersangka yang diperiksa
oleh pihak penyidik Kepolisian sgjak pukul 8
malam sampai pagi dengan cara dipukul schingga
mata kiri bengkak, bibir bengkak, dengan hanya
memakai celana dalam dan pemeriksaan. tersebut
dilakukan diruangan dengan ac yang dingin.

Penulis berpendapat bahwa, apa " yang
dilakukan oleh penyidik bertentangan _dengan
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Pasal-13
ayat (1) Tentang Implementasi Prinsip="Dan
Standar Hak Asasi Manugia Dalam
Penyelenggaraan  Tugas " Kepolisian / Negara
Republik Indonesia, oleh katenanya pembuatan
berita acara pemeriksaan tersebut Seeara.hukum
bertentangan dengan hukum. Terdapat faktaglain
yang terungkap dalam persidangan terdapat akibat
hukum yang ditimbulkan pada proses penyidikan
yaitu penganiayaan dan pemeriksaan tersangka
untuk kepentingan pembuatan berita acara yang
dilakukan pada waktu tengah malam melanggar
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 13
ayat (1) Tentang Implementasi Prinsip Dan
Standar Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan  Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pembuatan berita acara yang
dilakukan keesokan harinya setelah dilakukan
pemeriksaan adalah cacat hukum, dan pada saat
pemeriksaan tersangka pihak penyidik tidak
menanyakan terlebih dahulu keadaan tersangka

maka pemeriksaan tersebut tidak sah. Sedangkan
terkait pembuatan berita acara pemeriksaan
tersangka yang tidak sesuai dengan fakta
(rekayasa) adalah bertentangan dengan undang —
undang sehingga berita acara tersebut menjadi
tidak sah. Terkait dengan pembuatan surat
dakwaan yang mengacu atau berdasarkan pada
proses penyidikan dan pembuatan berita acara
pemeriksaan yang cacat hukum sudah tentu
bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP
yang berakibat surat dakwaan tersebut batal demi
hukum. Sedangkan terkait dengan putusan
pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan
tinggi Jakarta terhadap tersangka Aan dan
mendasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut
umumy.yang batal demi hukum bertentangan
denganwPasal 197 Ayat (2) menyatakan bahwa
tidakedipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat
(1)vhuruf a,.b,»c,'d, e, f, h, j, k dan I Pasal ini
mengakibatkan'putusan batal demi hukum.

Putusansyang “bersifat materiil khususnya
yang berisi pemidanaan ‘sesuai Pasal 193 ayat (1)
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
menurut penulis harus sesuai dengan syarat —
Syarat pembuatan putusan berdasarkan Pasal 197
ayat. (1)«Kitab'Undang — Undang Hukum Acara
Pidana. Pasal’ 197 ayat (1) Kitab Undang —
Undang Hukum' Acara Pidana.

Pada~Pasal 197 ayat (1) huruf d, e maka
dapat ditatik suatu’ /maksud bahwa dalam
menyusun suatu putusan sorang hakim harus
mencantumkan, surat/ dakwaan, tuntutan pidana
yang jelas serta petimbangan yang jelas mengenai
alat pembuktian jyang diperoleh dari persidangan,
namun..dalam putusan ini surat dakwaan yang
dibuatwJaksa Penuntut Umum sebagai dasar
pembuatan putusan tidak cermat yaitu tidak
mempelajari dengan teliti berkas perkara yang
dijadikan sebagai dasar membuat surat dakwaan
berupa tidak ditandatangninya berita acara
pemeriksaan oleh penyidik yang melakukan
penyidikan namun yang menandatangani justru
petugas yang tidak melakukan penyidikan yaitu
AKP. Kismadi. Selain itu diatas telah dijelaskan
bahwa surat dakwaan sebagai dasar untuk
menyusun putusan menurut pendapat penulis cacat
hukum karena berita acara pemeriksaan tersangka
yang dibuat oleh penyidik bertentangan dengan
hukum yaitu :
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1) Pada saat dilakukan pemeriksaan tersangka,
para penyidik tidak memberikan hak kepada
tersangka untuk menunjuk penasihat hukum;

2) Pada saat dilakukan pemeriksaan, tersangka
diperlakukan tidak wajar dengan cara tidak di
bolehkannya tersangka memakai pakaian,
tersangka hanya memakai celana dalam saja;

3) Pada saat dilakukan pemeriksaan, para
penyidik datang dengan pakaian preman, dan
tidak menunjukkan tanda pengenal anggota
polda maluku.

Pada saat pembuatan berita acara
pemeriksaan tersangka tidak diberikan haknya
oleh penyidik, tersangka yang diperiksa oleh pihak
penyidik Kepolisian sejak pukul 8 malam sampai
pagi dengan cara dipukul sehingga mata kiri
bengkak, bibir bengkak, dengan hanya memakai
celana dalam dan pemeriksaan tersebut dilakukan
diruangan dengan ac yang dingin.

Terdapat fakta laindyang terungkap dalam
persidangan  terdapat 4 akibattw=hukum  yang
ditimbulkan pada Jproses mpenyidikan [yaitu
penganiayaan dan pemeriksaan: terSsangka untuk
kepentingan pembuatan berita svacara yang
dilakukan pada waktu tengah malam melanggar
Peraturan Kapolri {Nomor 8/ \Tahun 2009,
pembuatan berita acara yang dilakukan.keesokan
harinya setelah dilakukan pemeriksaan adalah
cacat hukum, dan pada saat pemeriksaan tersangka
pihak penyidik tidak menanyakan tetlebih dahulu
keadaan tersangka maka pemeriksaantersebut
tidak sah. Sedangkan terkait pembuatan berita
acara pemeriksaan tersangka ‘yang tidak. Sesuai
dengan fakta (rekayasa) adalah bertentangan
dengan undang — undang sehingga“berita_acara
tersebut menjadi tidak sah.

Penjelasan diatas sangat tegas mengatakan
bahwa apabila dalam penyusunan suatu putusan
berdasarkan pada surat dakwaan yang batal demi
hukum maka putusan hakim tersebut telah
bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 KUHAP
huruf d dan huruf e, oleh karenanya akibat hukum
yang ditimbulka pasti batal demi hukum hal ini
sesuai dengan Pasal 197 ayat 2 yang menyatakan
bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1)
huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I Pasal ini (Pasal
197 ayat 1 KUHAP) mengakibatkan putusan batal
demi hukum.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diatas
maka penulis memperoleh suatu kesimpulan yaitu
akibat hukum yang ditimbulkan terhadap
pembuatan surat dakwaan yang didasarkan pada
pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka
yang tidak sesuai dengan fakta (rekayasa) adalah
batal demi hukum karena bertentangan dengan
Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sehingga
bertentangan pula dengan Pasal 143 ayat (3)
KUHAP. Sedangkan akibat hukum yang
ditimbulkan apabila suatu putusan yang dibuat
oleh Hakim berdasarkan pada surat dakwaan yang
batal demi hukum adalah putusan tersebut batal
demi hukum hal ini didasarkan pada Pasal 197
Ayat (2) Kitab Undang — Undang Hukum Acara
Pidana, yang, menyatakan bahwa  tidak
terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1)
Kitab Undang’— Wndang Hukum Acara Pidana
mengakibatkanputusan batal demi hukum.

Berdasarkan  pada  uaraian kesimpulan
diatas maka terdapat beberapa saran yaitu: terkait
dengan = dasar, penuntut umum untuk membuat
surat dakwaan, adalah | berkas perkara yang
dilimpahkan _oleh penyidik, penuntut umum
seharusnya-“lebth jeli dan cermat lagi dalam
mempelajari” berkas perkara dari penyidik agar
surat dakwaan. tersebut tidak batal demi hukum,;
untuk pembuatan putusan oleh hakim yang
didasarkan pada surat dakwaan yang batal demi
hukum maka seorang hakim harus teliti mangingat
hal tetsebut berkaitan dengan keadilan yang harus
dijunjung tinggi oleh penegak hukum.
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